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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. KESIMPULAN 

1. Arbitrase akan berperan terbaik antar dua pihak yang menghargai prinsip-

prinsip arbitrase secara baik dan menjaga reputasi serta taat hukum 

sehingga putusan arbitrase akan dilaksanakan secara sukarela dan diantara 

para pihak terbuka kesempatan untuk dapat meneruskan kerjasama. 

2. Kepastian hukum atas pemenuhan putusan arbitrase oleh pihak yang 

bersengketa masih tergantung pada kepatuhan dan konsistensi hakim 

peradilan umum terutama Pengadilan Negeri terhadap ketentuan yang 

diatur dalam UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan 

arbitrase bersifat final dan mengikat.  

3. Secara umum, sebatas dengan 2 kasus perkara persengketaan yang 

dianalisis dalam skripsi ini, UU Arbitrase terbukti efektif dalam 

memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase namun efektivitas 

tersebut akan tergerus apabila terdapat inkosistensi atau pelanggaran oleh 

hakim peradilan umum dalam menjalankan perannya terkait pelaksanaan 

putusan arbitrase atau permohonan pembatalan putusan arbitrase.  

4. Inkonsistensi atau pelanggaran oleh hakim di peradilan umum dalam 

menjalankan perannya terkait pelaksanaan putusan arbitrase atau 

permohonan pembatalan putusan arbitrase menimbulkan beban ekonomi 

yang tinggi bagi para pihak yang bersengketa melalui proses peradilan 
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yang panjang dan menimbulkan ketidakpastian hukum selain dari 

menimbulkan citra buruk terhadap reputasi lembaga peradilan umum. 

5. Khusus untuk persengketaan klaim asuransi, OJK telah memiliki peraturan 

hukum yang jelas dan akan memberikan kepastian hukum atas putusan 

arbitrase namun OJK cenderung melakukan pembiaraan atas pelanggaran 

oleh pelaku perasuransian terhadap peraturan yang dibuatnya. 

6. Pembaharuan hukum dan perubahan paradigma atau sikap terhadap 

putusan arbitrase sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat lebih 

mendesak untuk dilakukan pada hakim-hakim di Pengadilan Negeri dan 

bagi pejabat OJK serta dalam bentuk edukasi masyarakat dan sektor 

pendidikan tentang arbitrase. 

B. SARAN 

1. Diperlukan harmonisasi antara UU Arbitrase dengan UU Kekuasaan 

Kehakiman terutama terkait dengan diperlukannya adanya sanksi atas 

pelanggaran dan inkonsistensi hakim terkait ketentuan mengenai peranan 

hakim dalam pelaksanaan penetapan eksekusi putusan arbitrase dan 

permohonan pembatalan putusan arbitrase. 

2. Diperlukan mekanisme penegakan sanksi atas pelanggaran secara disiplin 

dan konsisten. 

3. Agar dilakukan peningkatan pemahaman tentang UU Arbitrase dan 

praktik arbitrase dan konsistensi sikap dan kepatuhan terhadap ketentuan 

perundang-undangan bagi hakim-hakim di peradilan umum yang 

menangani perkara yang mengandung perjanjian arbitrase. 
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4. Pembentukan sikap yang baik dan penghargaan atas prinsip-prinsip 

arbitrase di dunia pendidikan terutama di sekolah tinggi hukum. 

5. Diperlukan pengawasan mekanisme pemeriksaan atas permohonan 

perlindungan hukum dari pihak yang berperkara dan peningkatan 

efektivitas peran Komisi Yudisial (KY) baik yang bersifat preventif 

maupun yang bersifat represif agar tindakan hakim yang terbukti tidak 

dilandasi pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

secara jelas dan tanpa harus ditafsirkan lagi menjadi bahan untuk 

menetapkan sanksi atau bahan penting dalam pemberian tugas atau 

penilaian kinerja hakim. 

6. Diperlukan Dewan Pengawas untuk mengawasi tindakan atau pembiaran 

yang tidak patut yang dilakukan oleh OJK. 

7. Tersedianya mekasnisme dan sistem whisle blower yang diawasi oleh 

lembaga independen hasil seleksi yang bersih dan kepentingan.  

8. Peninjauan atas isi Kode Etik Profesi Hakim dan Kode Etik OJK dan yang 

lebih penting lagi implementasi sanksi pelanggaran oleh lembaga 

independen hasil seleksi yang bersih dan bebas konflik kepentingan. 
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